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ABSTRAK 
Tuberculosis (TB) is an infectious disease that causes a high mortality rate. Currently, Indonesia is 

the largest contributor to TB cases in the world. In 2019, the estimated number of cases was 845,000 
cases, while case enrollment was 562,000. Thus, the Gap in the Case finding is high. As a result, innovation 
is needed in setting strategies to develop Regulations related to the national TB program, one of which is 
geospatial. This study aimed to provide an overview of geospatial utilization through HDSS in tuberculosis 
patients about drug management. Geospatial is an epidemiological approach that can be used to 
determine policies in accordance with conditions in an area. The research type is a quantitative study 
using secondary data from the Health and Demography Surveillance System (HDSS) of Sleman in 2016 and 
the Integrated TB Information System (SITT) of Sleman Regency in 2016. The analysis used descriptive 
analysis and geospatial mapping used Stata 15 and R software. Geospatial data shows that TB cases are 
concentrated in densely populated areas, such as Depok, Mlati, Ngaglik, and Gamping sub-districts. In 
addition, geospatial shows us the distance between the distribution of cases and the availability of health 
service facilities (puskesmas). The spread of cases is mostly found in the area around the health facilities, 
and low cases are in areas far from the health facilities. This condition possibly happens because case 
tracking is less affordable. Knowing the number and distribution of TB cases and the distribution of health 
care facilities can be used as a basis in the policy-making process, planning of the need for TB drugs, drug 
distribution, and priority interventions for TB services in a cost-efficiency. 
Kata Kunci : Tuberculosis; TB drug; Health and Demography Surveillance System; Sleman 
 

ABSTRACT 
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang menyebabkan angka kematian yang tinggi. 

Saat ini Indonesia menjadi negara penyumbang kasus TB terbesar di dunia. Pada tahun 2019 estimasi 
kasus sebanyak 845.000 kasus sedangkan enrollment kasus sebanyak 562. 000, masih ada kesenjangan 
yang tinggi dalam penemuan kasus. Maka dari itu diperlukan inovasi dalam pengaturan strategi dalam 
menentukan kebijakan terkait program TB nasional, salah satunya menggunakan geospasial. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemanfaatan  geospasial melalui HDSS pada pasien 
tuberkulosis dalam manajemen obat. Geospasial merupakan salah satu pendekatan epidemiologi yang 
dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di suatu wilayah. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder Health and Demography 
Surveillance System (HDSS) Sleman 2016 dan Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) kabupaten Sleman 2016. 
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pemetaan geospasial menggunakan software Stata 
15 dan R. Dari hasil geospasial terlihat bahwa kasus TB terkonsentrasi di daerah-daerah padat penduduk 
seperti di Kecamatan Depok, Mlati, Ngaglik dan Gamping. Selain itu, dari geospasial juga dapat terlihat 
jarak antara sebaran kasus dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas).  Penyebaran 
kasus banyak ditemukan di wilayah sekitar fasyankes dan tidak banyak kasus di daerah yang jaraknya jauh 
dari fasyankes, hal ini dimungkinkan terjadi karena pelacakan kasus yang kurang terjangkau. Dengan 
diketahuinya jumlah dan sebaran kasus TB serta distribusi fasilitas pelayanan kesehatan, dapat digunakan 
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sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan, merencanakan kebutuhan obat TB, distribusi obat 
dan intervensi prioritas pelayanan TB secara cost-efficiency.   
Keywords: Tuberkulosis; Obat TB; HDSS (Health and Demography Surveillance System); Sleman 
 

PENDAHULUAN 

Tuberkulosis  (TBC) atau  Tubercle 

bacillus (TB) merupakan penyakit menular 

yang disebabkan oleh bakteri (Mycobacterium 

tuberculosis). Hampir seperempat penduduk 

di dunia terinfeksi TB, hal ini menjadi sebuah 

ancaman dunia dalam pengendalian TB. Pada 

tahun 2019 estimasi kasus sebanyak 10 Juta 

orang terinfeksi TB, 1,2 juta diantaranya 

meninggal dunia tanpa penyakit penyerta dan 

208.000 meninggal disertai HIV 1. Kasus TB 

banyak dijumpai di negara berkembang 

seperti Indonesia, angka prevalensi TB yang 

tinggi menempatkan Indonesia menjadi 

urutan kedua di dunia dengan kasus TB 

terbanyak setelah India 1. Kesenjangan 

penemuan kasus TB dari target dengan kasus 

terkonfirmasi di Indonesia masih memiliki 

kesenjangan yang tinggi. Tercatat dari data 

Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2019 

estimasi kasus sebanyak 845.000 kasus 

sedangkan enrollment kasus sebanyak 562. 000 

dan menyebabkan kematian sebanyak 96.000 

orang yang menderita TB.  

Dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan pengobatan TB dibutuhkan sebuah 

inovasi baru dalam mengambil kebijakan 

dalam penangan TB di Indonesia. Dalam 

merumuskan sebuah kebijakan, pengambilan 

keputusan serta pelaksanan kegiatan yang 

berhubungan dengan ruang kebumian salah 

satu data yang bisa kita gunakan adalah data 

Geospasial. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 

Geospasial adalah aspek yang menunjukan 

lokasi, letak dan posisi suatu objek atau 

kejadian di bawah atau di atas permukaan 

bumi yang dinyatakan dalam koordinat, raster 

atau batasan administrasi wilayah. Geospasial 

juga digunakan untuk mengidentifikasi risiko 

penyebaran penyakit menular dan kelompok 

prioritas untuk membantu perencanaan 

kebijakan kesehatan dengan meningkatkan 

fokus pada pengendalian tuberculosis. Hal 

serupa telah dilakukan di Brazil dengan 

bantuan sebuah software untuk melakukan 

analisis dan membuat peta dengan 

menggunakan data dari semua kasus TB yang 

dikonfirmasi, dengan mengunakan data 

International Classification of Diseases ke-10 

revisi (ICD-10) yang di peroleh dari sistem 

informasi department kesehatan tahun 2001-

2016 2. Beberapa negara sudah 

mengintegrasikan GIS dalam program kontrol 

dan sistim manajemen pada penyakit 

tuberkulosis. Di Beijing GIS sangat bermanfaat 

untuk deteksi kasus TB, wilayah dengan risiko 

tinggi dan mengidentifikasi faktor etiologi 

terkait TB. Demikian juga di Ethiophia, 

Zimbabwe, India, dan Malaysia, analisis 

cluster sangat membantu dalam 

mengidentifikasi penyebab insidensi dan/atau 

prevalensi berdasarkan area geografi3–7. Di 

Indonesia, pemanfaatan geospasial belum 

optimal dimanfaatkan di tingkat daerah. 

 Geospasial dapat dimanfatkan sebagai 

sarana untuk mencatat dan menyimpan 

informasi, mengidentifikasi dan menyelidiki 

pola spasial serta efektif dalam menyajikan 

informasi dan mengkomunikasikan temuan 8. 

Geospasial dapat digunakan untuk 

memperkuat program TB diantaranya adalah 

mengetahui keberhasilan dan kegagalan 

pengobatan tuberkulosis dalam kaitannya 

dengan variabel aksesibilitas, hotspot 

tuberkulosis MDR, dan ketersediaan obat TB 

yang di bawah standar 9. Geospasial di 

indonesia juga dapat digunakan untuk 

memantau manajemen obat TB yang 

berstandar, terutama pada distribusi obat 

sebagaimana arahan Presiden Indonesia 

terkait TB, bahwa salah satu poin penting dari 

3 poin yang disampaikan adalah ketersedian 

stok obat-obatan TB yang harus di perhatikan 

serta pengobatan TB hingga tuntas. Distribusi 

menjadi point penting yang perlu 

diperhatikan. Dalam panduan pengelolaan 

logistik, program pengendalian tuberkulosis 

di Indonesia diatur secara terstruktur mulai 

dari distribusi pusat hingga ke Fasyankes 

(Fasilitas Layanan Kesehatan), namun dalam 

kenyataannya sangat mungkin terjadi 
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kendala. Geospasial bisa menjadi salah satu 

solusi untuk memetakan kasus TB di daerah 

untuk distribusi kepada Fasyankes terutama 

pengobatan TB paru. Dengan melihat sebaran 

kasus mengunaan Geospasial dapat 

mempermudah pengelola program dalam 

mengalokasikan anggaran distribusi dan 

jumlah obat yang akan didistribusikan untuk 

menghindari kelebihan atau kekurangan obat. 

Hal ini dapat diterapkan di daerah Sleman 

Yogyakarta dimana setiap tahun lembaga 

penelitian dibawah Fakultas Kedokteran dan 

Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan 

UGM yakni Health and Demography Surveillance 

System (HDSS) Sleman telah melakukan 

penelitian yang rutin terkait penyakit menular 

diantaranya adalah TB. Kabupaten Sleman 

dipilih sebagai lokasi surveilans demografi 

dan kesehatan kareba karakternta yang 

memiliki daerah urban, sub urban dan rural 

sehingga dapat menggambarkan perbedaan 

kejadian penyakit di area tersebut. Kabupaten 

Sleman juga memiliki umur harapan hidup 

yang tinggi, hal ini memerlukan perhatian 

khusus agar masyarakat ettap sehat pada 

masa usia lanjut.  Secara demografis wilayah 

kabupaten Sleman terbentang mulai 110o 13’ 

00’’ sampai dengan 110o 33’ 00’’ bujur timur 

dan mulai 7o 34’ 51’’ sampai dengan 7o 47’ 03’’ 

lintang selatan, dengan ketinggian antara 100-

2.500 meter di atas permukaan laut. Luas 

wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482.000 

ha atau 18% luas wilayah DIY. Bagian utara 

berbatasan dengan Kabupaten Boyolali 

Provinsi Jawa Tengah, bagian Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Klaten Provinsi 

Jawa Tengah, bagian Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Bantul dan Kota 

Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta dan 

bagian barat berbatasan dengan Kabupaten 

Kulon Progo Provinsi D.I.Yogyakarta dan 

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, 

batas wilayah bagian utara adalah Gunung 

Merapi. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 

kecamatan, 86 desa dan 1.212 dusun dengan 

jumlah 2.890 RW dan 6.961 RT. Kepadatan 

penduduk Kabupaten Sleman adalah 2.054 

jiwa per km2, dengan tiga kecamatan yang 

relatif padat adalah Kecamatan Depok, 

Kecamatan Mlati dan Kecamatan Gamping 

dan Ngaglik. 

Dengan melihat cakupan wilayah dan 

karakteristik dari data HDSS Sleman maka 

hasil kajian HDSS Sleman ini dapat menjadi 

sebuah data yang digunakan dalam membuat 

Geospasial untuk membantu pemerintah 

Sleman dalam merencanakan kebijakan 

pengelolan obat Tuberculosis. Referensi terkait 

pemanfaatan geospasial untuk manajemen 

obat belum banyak ditemukan. Publikasi lebih 

terfokus pada tujuan penemuan kasus. 

Sehingga peneliti melakukan kajian untuk 

merespon kebutuhan tersebut. 

 
METODE 
Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pemetaan geospasial 

menggunakan desain penelitian kuantitatif. 

Sumber data yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yakni data 

kohort HDSS (Health and Demography 

Surveillance System) Sleman Siklus II (2016) dan 

data SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis 

Terpadu) tahun 2016. Penelitian ini telah 

mendapatkan ethical clearence dengan nomor 

KE/FK/1037/EC dari Komisi Etik FK-KMK 

UGM. Data sekunder HDSS yang 

dikumpulkan berupa data kuantitatif yang 

diambil mengunakan kuisioner. Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini adalah penduduk 

yang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman 

selama 6 bulan berturut-turut dan pasien TB 

yang terkonfirmasi. Data HDSS melibatkan 

5.147 rumah tangga terpilih dari 216 kluster 

secara acak berdasarkan proporsi kota dan 

desa di Kabupaten Sleman10 yang merupakan 

data demografis dasar.  Populasi survei HDSS 

merupakan penduduk yang tinggal bertutut-

turut selama 6 bulan di Kabupaten Sleman 

sebanyak 19.724 jiwa dengan penyebaran 184 

kluster di daerah perkotaan dan 32 kluster di 

daerah pedesaan. Penelitian tersebut  

dilakukan di daerah dan rumah tangga  yang 

dipilih menjadi blok sensus HDSS melalui two-

stage cluster sampling with probability 

proportionate to size yakni dengan melakukan 

dua tahap dalam penyaringan responden 
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untuk memenuhi sample size. Kluster yang 

lebih besar probabilitas pemilihan sampel 

lebih besar dan kluster yang lebih kecil 

probabilitasnya lebih rendah. 

 
Analisis Data 

Analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan pemetaan geospasial 

penyakit TB. Peneliti menggunakan data 

HDSS Sleman tahun 2016 untuk 

mengidentifikasi sebaran pasien TB di Sleman 

berdasarkan data keterangan penyakit TB 

kemudian melihat koordinat posisi 

responden. Data tersebut digabungkan 

dengan data BPS terkait jumlah penduduk 

dan Data Dasar Puskesmas untuk melihat 

koordinat puskesmas di Sleman. Seluruh data 

tersebut dianalisis menggunakan software 

Stata 15 dan R untuk visualisasinya. Data yang 

digunakan adalah data TB paru per kecamatan 

dari data survey HDSS Sleman dan SITT di 

wilayah kerja yang sama. Ekslusinya adalah 

data TB Paru yang tidak lengkap. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Tuberkulosis Paru berdasarkan 

data Dinas Kesehatan dan HDSS 

Dari Tabel I dapat dilihat jumlah 

temuan kasus TB di kabupaten Sleman tahun 

2016, daerah yang memiliki temuan paling 

sedikit antara lain di kecamatan Cangkringan, 

Moyudan, Pakem, Seyegan dan Turi. Daerah 

tersebut memiliki jumlah temuan antara 3 

sampai 14 kasus untuk seluruh populasi, 

sedangkan daerah yang memiliki temuan 

paling banyak adalah Depok dengan temuan 

sebanyak 86 kasus. 

SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis 

Terpadu) adalah sistem informasi yang 

digunakan Kementerian Kesehatan sebagi 

sumber informasi untuk kasus TB 

(Tuberkulosis)  sensitif obat yang dibuat pada 

tahun 2013, dimana pencatatan pelaporan di 

SITT meliputi online dan offline11 . Dari data 

tabel I dapat dilihat bahwa terdapat 

kesenjangan yang signifikan dari data SITT 

dan HDSS, hal ini bisa terjadi karena subjek 

yang berbeda. Pada HDSS, sampel yang 

diambil adalah rumah tangga secara acak dan 

subjektif pasien, sedangkan SITT adalah 

pencatatan yang digunakan oleh fasyankes 

dalam mendata kasus TB. Dalam beberapa hal 

SITT yang digunakan masih memerlukan 

perbaikan diantaranya perlunya fasyankes 

melakukan back up data, kurangnya 

kelengkapan data di SITT, kurangnya SDM 

untuk menginput data karena dibebankan 

kepada perawat yang memiliki tanggung 

jawab lain, serta beberapa hal yang perlu 

dilakukan terkait aplikasi SITT 12 . Untuk 

melengkapi SITT Dinas Kota Semarang 

membuat sebuah inovasi berupa SEMAR 

Tabel I. Data TB Paru per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sleman 
 

Kecamatan 
Jumlah Temuan TB 2016 

Kecamatan 
Jumlah Temuan TB 2016 

HDSS SITT HDSS SITT 

Berbah 1 19 Ngaglik 6 42 

Cangkringan 0 3 Ngemplak 4 22 

Depok 4 86 Pakem 0 8 

Gamping 6 35 Prambanan 3 15 

Godean 5 16 Seyegan 0 9 

Kalasan 4 15 Sleman 0 25 

Minggir 1 21 Tempel 2 22 

Mlati 2 58 Turi 2 5 

Moyudan 0 14 TOTAL 40 415 
 

*data HDSS(Health and Demography Surveillance System) : total temuan kasus dan data 

kesembuhan; TB : Tuberkulosis; HDSS : Health and Demography Surveillance System; SITT : Sistem 

Informasi Tuberkulosis Terpadu 
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BETUL, aplikasi yang digunakan untuk 

pencatatan kasus TB yang digunakan di 

puskesmas Kota Semarang, aplikasi 

digunakan mulai tahun 2019, tujuan 

dibuatnya aplikasi SEMAR BETUL untuk 

memenuhi kebutuhan pencatatan kasus TB 

yang belum tersedia  di aplikasi SITT 13. 

 
Data Demografi Pasien TB 
Usia dan Jenis Kelamin 

Rerata pasien TB dari data HDSS yakni 

31 tahun dan 57% dari seluruh pasien yang 

tercatat di HDSS adakah laki-laki, sedangkan 

sisanya yakni 43% adalah wanita. 

 
Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Responden 

mayoritas (28%) adalah tamatan SLTA 

sederajat, responden yang memiliki tingkat 

pendidikan hingga perguruan tinggi menjadi 

minoritas (10%). Tingkat pendidikan tidak 

mempengaruhi terhadap kasus TB, namun 

bisa berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

dalam melakukan pengobatan14 15. 

 
Pemanfaatan Geospasial dalam 

Manajemen Obat TB 

Salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk menerapkan metode geospasial 

lanjutan untuk kesehatan adalah sistem 

informasi geografis (SIG). Kekuatan SIG 

terletak pada kemampuannya untuk 

menganalisis, menyimpan, dan menampilkan 

sejumlah besar data yang direferensikan 

secara spasial dan digunakan untuk 

menemukan kelompok penyakit dan 

kemungkinan penyebabnya16. Geospasial 

merupakan sumber data  potensial yang 

menjadi pelengkap data konvensional yang 

mampu membuat visualisasi dan melakukan 

analisis spasial untuk selanjutnya dapat 

diinterkoneksikan ke dalam berbagai 

kebijakan di bidang kesehatan 17. Data 

Geospasial dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung program penyakit menular 

seperti tuberkulosis (TB), hal tersebut sudah 

dilakukan di beberapa negara. Pengembangan 

pemanfatan ilmu Geospasial digunakan untuk 

mengidentifikasi potensi risiko tinggi area TB 

terutama untuk menargetkan kasus mangkir 

dan kasus yang tidak terdiagnosis. Model 

inovatif ini telah berhasil memperkirakan 65% 

daerah berpotensi TB berisiko tinggi dan 

menargetkan 106 lokasi berisiko tinggi di 10 

bagian berisiko di wilayah studi (Malaysia)5. 

Terpantaunya lokasi berisiko tinggi 

memberikan informasi bagi programer TB 

khususnya penguatan program pengawasan 

minum obat sehingga kasus mangkir 

diharapkan dapat diminimalkan dengan lebih 

optimal. 

Dari lokasi yang berisiko ditemukan hal 

yang menarik seperti penemuan kasus TB 

yang tidak hanya di daerah perkotaan namun 

juga berpotensi terjadi di daerah semi-

perkotaan atau pedesaan5. Di wilayah utara di 

Brazil juga mengembangkan studi terkait 

tuberkulosis yang memanfaatkan Geospasial 

untuk mengidentifikasi wilayah yang 

memiliki risiko dan kelompok prioritas agar 

dapat membantu perencanaan kebijakan 

kesehatan dengan fokus pada pengendalian 

tuberkulosis. Dengan memahami ilmu 

epidemiologi, spasial dan temporal dapat 

memungkinkan pencegahan dan 

pengendalian penyakit 2  .  

Variasi prevalensi berdasarkan wilayah 

geografi efektif untuk merencanakan 

intervensi pengendalian TB dan sangat 

bermanfaat untuk menentukan target 

pelayanan TB 18. Data geospasial berupa 

hotspot kasus TB sangat membantu 

menginformasikan posisi pasien sehingga 

pemanfaatannya sangat strategis untuk 

mendukung proses manajemen obat serta 

kesesuaiannya di lapangan. Di Afrika Selatan, 

problem kesesuaian peresepan obat secara 

nasional berupa kehabisan stok, durasi, dan 

masalah logistik lainnya terjadi di beberapa 

provinsi 19. Di Bangladesh, geospatial 

dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan 

kesehatan atau identifikasi wilayah yang 

pelayanan kesehatannya masih kurang 

memadai, sedangkan di China  difokuskan 

untuk alokasi sumber daya untuk program 

pelayanan kesehatan20. Permasalahan 

manajemen obat dapat berimplikasi terhadap 

pengobatan tidak adequat yang akhirnya 

dapat meningkatkan kematian yang 
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disebabkan penyakit TB. Kementerian 

kesehatan telah menerbitkan panduan 

pengelolaan logistik TB sebagai upaya 

perbaikan manajemen obat, termasuk 

didalamnya alur distribusi OAT (Obat Anti 

Tuberkulosis) seperti tersaji pada Gambar 121 .    

Distribusi obat ke daerah diawali 

dengan pengiriman ke Dinas Kesehatan, 

selanjutnya akan didistribusikan ke rumah 

sakit, puskesmas dan dokter praktik swasta. 

Masalah akan timbul apabila kurang 

informasi terkait distribusi pasien TB pada 

wilayah tersebut.  

Geospasial memberikan informasi 

tentang distribusi pasien TB yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kesesuaian logistik obat khususnya pada alur 

permintaan dan distribusi. Beberapa kasus 

memperlihatkan adanya permasalahan dalam 

distribusi obat di Indonesia, salah satunya 

Dinkes Sumatera Utara yang berdasarkan 

indikator standar manajemen obat, 6 dari 

indikator tersebut belum sesuai, diantaranya 

adalah ketepatan perencanan; penyimpangan; 

tingkat ketersediaan obat; persentase obat 

kadaluarsa; Inventory Turn Over Ratio 

(ITOR); rata-rata waktu kekosongan obat dan 

persentase stok obat mati. Untuk 

pendistribusian obat hanya berdasarkan 

permintaan dari Dinas Kabupaten/Kota 22. 

Dalam hal ini Geospasial dapat membantu 

sebagai salah satu sarana dalam 

memperkirakan jarak untuk distribusi, 

kondisi geografis dan perkiraan anggaran 

pengiriman dalam menentukan frekuensi 

pengiriman logistik. 

Pemanfaatan data SITT dan dilengkapi 

dengan data sekunder dari HDSS, dapat 

menggambarkan jumlah penyebaran kasus TB 

di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman. 

Pada Gambar 2 berdasarkan SITT diketahui 

bahwa penyebaran kasus tertinggi ditandai 

dengan warna merah berada di 4 Kecamatan. 

Hal tersebut juga didukung data dari HDSS 

ditandai oleh titik hitam yang 

menggambarkan penyebaran kasus TB. 

Melalui peta penyebaran (Gambar 2) akan 

mempermudah Dinkes Kabupaten melakukan 

distribusi OAT (Obat Anti Tuberkulosis). Data 

SITT memberi gambaran status sebuah daerah 

secara global dengan menggunakan indikator 

warna, temuan kasus diatas 35 dengan 

indikator warna merah dilaporkan untuk 

kecamatan Mlati, Ngaglik, Gamping, dan 

Depok. Kasus yang ditemukan antara 21 

sampai 34 dengan indikator warna oranye 

dilaporkan pada kecamatan Minggir, Tempel, 

Sleman, Ngemplak. Sedangkan kecamatan 

Godean, Prambanan, Berbah dan Kalasan 

menunjukkan warna kuning dengan  temuan 

14 sampai dengan 21 kasus TB. Untuk kasus 

kurang dari 14 terlihat pada kecamatan Turi, 

Pakem, Cangkringan, Moyudan dan Seyegan. 

Penggunaan data Geospasial HDSS pada 

seluruh Kabupaten Sleman menunjukkan 

lokasi temuan berupa titik ordinat yang lebih 

 
Gambar 1. Tingkat Pendidikan Pasien dan Mantan Pasien TB 
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detail, sehingga jika dipadukan dengan data 

SITT sangat membantu penanggung jawab 

program TB untuk lebih cepat merespons 

mencegah transmisi dan optimalisasi 

pengobatan.  

Proses distribusi harus memperhatikan 

sarana/transportasi pengiriman, jarak, dan 

kondisi geografis 21 . Akses penderita TB ke 

fasilitas kesehatan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan 

terapi, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kualitas luaran. Geospasial 

dapat memberikan informasi lokasi pelayanan 

kesehatan dan sebaran kasus sehingga dapat 

berkontribusi terhadap optimalisasi terapi. 

 
Geospasial Fasyankes (Penyebaran 
Fasyankes) dan jarak antar wilayah 

binaan puskesmas 

Berdasarkan data profil kesehatan 

Kabupaten Sleman 2017, sarana kesehatan 

yang ada di Kabupaten Sleman terdiri dari 27 

rumah sakit, 71 klinik, 25 puskesmas, 69 

puskesmas pembantu, 1 UPT Laboratorium 

kesehatan, 1 UPT pengelolaan obat dan alat 

kesehatan. Puskesmas mempunyai peran 

yang sangat penting untuk program TB. Sejak 

tahun 2000, strategi DOTS dilaksanakan 

secara nasional di seluruh sarana pelayanan 

kesehatan terutama Puskesmas yang 

diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan 

dasar. Strategi DOTS adalah strategi yang 

diterapkan dalam penanggulangan TB karena 

merupakan strategi yang cost effective dan cost 

benefit. Tahun 2009 terdapat hasil survey yang 

menyatakan bahwa strategi DOTS ini 

menjangkau 98% Puskesmas, sementara RS 

dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat/ 

Rumah Sakit Paru baru sekitar 30%. 

Puskesmas sangat berperan dalam proses 

penemuan kasus dan pengobatan pasien TB21. 

Pada Gambar 3 dijelaskan bahwa 

semakin terang warna poligon maka pada 

area tersebut semakin padat penduduk. 

Tampak bahwa pada Kecamatan Depok 

memiliki daerah paling padat penduduk dan 

Gambar 2. Alur Permintaan, Distribusi dan Pelaporan OAT 
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memiliki paling banyak puskesmas. 

Berdasarkan survey HDSS Sleman siklus 

kedua, daerah tersebut terdapat 4 pasien TB, 

baik yang masih pengobatan dan yang sudah 

sembuh. Strategi DOTS yang dilaksanakan di 

puskesmas memudahkan akses pasien TB 

untuk mendapatkan pengobatan. Puskesmas 

berfungsi penting dalam penemuan dan 

penanganan kasus serta pendistribusian obat 

TB. Gambar 4 adalah geospasial yang 

menggambarkan sebaran kasus, ketersediaan 

fasilitas kesehatan dan tingkat kepadatan 

penduduk. Terlihat bahwa kasus TB 

terkonsentrasi di daerah-daerah padat 

penduduk seperti di Kecamatan Depok, Mlati, 

Ngaglik dan Gamping. Gambaran sebaran 

kasus tersebut (Gambar 3) dapat digunakan 

sebagai data pendukung untuk melakukan 

pengelolaan obat, terutama dalam 

perencanaan kebutuhan obat TB. Penyebaran 

kasus banyak ditemukan di wilayah sekitar 

fasyankes dan tidak banyak kasus di daerah 

yang jaraknya jauh dari fasyankes, hal ini 

dimungkinkan terjadi karena pelacakan aktif 

kasus yang kurang terjangkau. Hal tersebut di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan di 

Etiopia dimana terdapat penurunan 

penemuan kasus yang terjadi dikarenakan 

kurangnya pencarian kasus aktif, kurangnya 

logistik berupa reagen dan peralatan yang 

tidak memadai pada pusat diagnostik, 

terputusnya tenaga listrik dan kurangnya 

petugas kesehatan yang terlatih, dan sistem 

pencatatan yang lemah 23. Dalam penelitian 

lain disampaikan bahwa Penemuan kasus 

secara aktif di fasilitas lebih efektif dalam 

mendeteksi kasus TB dibandingkan dengan 

penemuan kasus aktif masyarakat, sehingga 

diperlukan sistem kesehatan yang lebih 

berkomitmen di pelayanan kesehatan untuk 

meningkatan penemuan kasus, dalam kasus 

lain pengintegrasian antara koordinasi 

layanan kesehatan dengan komunitas melalui 

Household Tuberculosis contact investigation 

(HTCI) dapat meningkatkan penemuan kasus 

yang lebih efektif dengan kasus TB yang 

mungkin terdeteksi tanpa mengunjungi 

pelayanan kesehatan 24 25. Pasien TB-DM 

 
 

Gambar 3. Sebaran Kasus TB di Sleman 2016 

 



Pemanfaatan Geospasial Melalui Health and Demographic Surveillance System 

270   JMPF Vol 11(4), 2021 

dengan keadaan kondisi yang lemah memiliki 

keterbatasan dalam mengakses layanan 

kesehatan secara mandiri, beberapa masalah 

juga timbul di layanan kesehatan, rumah sakit 

tidak memiliki ketersedian untuk pengobatan 

pasien TB26. Geospasial dalam hal ini dapat 

memberikan Informasi sehinga dapat 

membantu pemegang kebijakan untuk 

mengidentifkasi wilayah mana yang harus 

difokuskan ekspansi kapasitas pelayanan TB. 

Untuk wilayah-wilayah yang menjadi 

konsentrasi kasus TB ini dapat lebih dimonitor 

terkait ketersediaan sarana fasilitas kesehatan, 

jumlah tenaga kesehatan, distribusi obat dan 

ketersediaan pengawas minum obat. 

Tingginya sebaran TB salah satunya 

disebabkan oleh ketidak patuhan pasien 

dalam mengkonsumsi obat. Dengan adanya 

geospasial sebaran TB dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan monitoring program yang 

telah berjalan khususnya terkait kepatuhan 

minum obat agar tidak menjadi potensi TB 

MDR di wilayah tersebut27. Dengan 

mengetahui posisi sebaran kasus seperti 

terlihat pada Gambar 3, maka bisa digunakan 

dalam merumuskan pengelolaan logistik 

program pengendalian TB, seperti pengadaan 

obat, distribusinya serta pemantauan 

konsumsi obat. Pemanfaatan Geospasial dapat 

di integrasikan dalam manajemen informasi 

kesehatan khususnya untuk TB, pemanfaatan 

geospasial untuk mengetahui penyebaran 

kasus dimanfaatkan untuk membuat sebuah 

aplikasi MyTB dan terbukti dapat membantu 

dalam pengendalian kasus TB dan melakukan 

promosi kesehatan melalui teknologi 28. 

Manfaat yang bisa diperoleh dari Geospasial 

sesuai dengan sebaran kasus adalah 

memberikan informasi koordinat tempat 

tinggal pasien dari data HDSS, sehingga dapat 

melengkapi data SITT yang memberikan data 

jumlah kasus per kecamatan. Variasi 

prevalensi TB berdasarkan wilayah kecamatan 

sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan 

untuk menentukan target intervensi secara 

efektif dan efisien. Informasi lokasi sangat 

 
Keterangan : Warna pada poligon menunjukkan tingkat kepadatan penduduk; Point warna biru 

yang bernomor menunjukkan sebaran puskesmas; Point warna oranye menunjukkan sebaran 

kasus TB berdasarkan data HDSS Siklus 2 
 

Gambar 4 Sebaran Puskesmas, Kasus TB, Kepadatan Penduduk di Sleman, 2016 
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penting dalam perencanaan untuk 

menentukan prioritas pelayanan kesehatan, 

pengembangan program dan alokasi sumber 

daya yang ada. Keterbatasan dalam penelitian 

ini adalah data yang digunakan bukan 

merupakan data terbaru dikarenakan tidak 

semua siklus di HDSS terdapat data variabel 

penyakit menular. Data HDSS dalam 

manuskrip ini disandingkan dengan data SITB 

yang berasal dari Dinkes Kabupaten Sleman 

sehingga peneliti menyandingkan data survey 

dengan data riil. Fasilitas kesehatan yang 

dilihat dalam artikel ini masih terbatas di level 

puskesmas, untuk penelitian berikut akan 

dilengkapi dengan fasilitas kesehatan tingkat 

lanjut. 

 

KESIMPULAN 

Data sekunder HDSS melalui 

pendekatan geospasial mampu memberikan 

gambaran penyebaran kasus TB di Kabupaten 

Sleman. Beberapa data sekunder lainnya 

seperti SITT dan data lokasi fasilitas kesehatan 

dapat diintegrasikan sebagai data pendukung 

dalam melakukan evaluasi pengelolaan obat 

TB. Geospasial bisa dimanfaatkan untuk 

program TB, antara lain dalam proses 

perencanaan obat TB, terutama untuk 

kesesuaian logistik obat TB dengan jumlah 

kasus di lapangan.  Dengan geospasial, dapat 

memberikan informasi sebaran kasus TB serta 

lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini 

sangat membantu dalam proses pengelolaan 

distribusi obat TB. Penggunaan geospasial 

dapat dikembangkan hingga mampu 

mendukung informasi kasus mangkir yang 

sangat dibutuhkan dalam pengurangan resiko 

terjadinya resistensi obat. Dengan 

diketahuinya jumlah dan sebaran kasus TB 

serta distribusi fasilitas pelayanan kesehatan, 

dapat digunakan sebagai dasar dalam proses 

pengambilan kebijakan terutama upaya 

optimalisasi manajemen obat TB, termasuk 

perencanaan kebutuhan obat, distribusi obat 

dan intervensi prioritas pelayanan TB. Bagi 

Dinas Kesehatan, pemetaan geospasial sangat 

bermanfaat sebagai informasi untuk 

melakukan perencanaan obat TB. Di wilayah 

dengan prevalensi dan risiko tinggi, serta 

jangkauan pelayanan kesehatan yang jauh 

harus dipastikan stock pengaman, agar 

kepatuhan pasien dapat tercapai. Integrasi 

antara GIS dengan sistim informasi obat dapat 

membantu dalam manajemen pengelolaan 

obat secara efisien dan efektif. Informasi 

ketersediaan fasilitas kesehatan, jalur 

distribusi obat, prevalensi dan/atau insidensi 

tuberkulosis, wilayah dengan risiko tinggi 

terjadinya tuberkulosis pada GIS dapat 

membantu pengambil keputusan untuk 

merencanakan dan mendistribusikan obat 

tuberculosis secara tepat sehingga tidak terjadi 

understock atau overstock. 
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